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Pendekatan Transforrmsi Budaya dalam 
KEAMANAN PANGAN 

Oleh : 
Ferry* 

Foud poisoning is our health problem in thepture 

Belum lepas dari mgatan geger keracunan 
mie "instantw beberapa waktu yang lalu di  Su- 
matem Slatan kini kita dikejutkan kembali 
dengan berita keracunan bubur kacang hqau 
di Lampung Utara yang telah menewaskan 
d m  sbwa Sekolah Dasar dan 25 eiswa hinnya 
terpaksa dirawat di rumah eakit dan puskes- 
mss terdekat (Kompas, 15/04/1997). Tidak 
berapa hma kemudian kasus keracunan ma- 
kanan kembali terjadi di Ujung pandang, em- 
pat orang eekeluarga tewss, belaean orang 
latmrya dirawat di  rumah sakit, kamw kera- 
crman makan onde-onde tepung jagung 
(K-pss, ww1997). 

Sedemikian pelikkah m a d a h  keracunan 
makanan ini hingga kepdian-kejadian yang 
tehh mereriggut banyah j$wa harus terus 
bemlang 7 Padahal UU tentang Pangan yang 
burr mja dMlie tahun lah telah menyatakan 
dmgan jebs bahwa bahan pangan merupakan 
I.icbutuhan dasar manmia yang pemenuhan- 
nyr mmjadi hair aaad echiap rakyat Indonesia. 
Namun hjngga eaat ini pengerthn bahan pa- 
npn #b.gai kebutuhen dasar manusia baru 
dipahami eebagsi pemenuhan secara kuantita- 
tif. KemtL;6eclan swasembada pangan menjadi 
tobk ukur d a h  m e h t  keberhmilan pemer- 
htah d.bm memenuhi kebutuhan dasar ter- 
abut. Aepekaspek hditatif h y a  sepeM 
dlai gtzi terIebh keamanannya belumlah 
menjndi per)cathn utama. 

Lapa- pa- p a h  +gan FA01 
WHO mmgmai k e a m a ~ n  malranan menye- 
btatkan behwa makanan Hdak saja harus terse- 
die daLun jumhh yang cukup serta mengan- 
dung giai yang memadai. namun juga harus 
aman untuk dtmakan, dan tidak membahaya- 
k m  Mhatan Ironsumen melalui keracunan 
atau infeksi Berangkat dari pernyataan ini 
maka seharusnya berita-be& keracunan ma- 
kanan seperti terungkap pada awal tulisan ini 

" M d a d n m  Jurwran T b l o g i  Paean dan Cfzi, Fatdo-PB, 

tidak hgi harus teiadi  Namun kenyatmn 
berkata lain, kaeus-kesus keracunan makanan 
yang telah memnggut banyak korban terus 
saja terjndi. Lalu dimanakah letak permasala- 
hannya ? 

Kcamanan Wanan dim Awbatnya 
Mengacu pada UU Pangan maka yang di- 

*but sebagai keamanan m a k a ~ n  adalah kon- 
&i atau upaya yang diperlukan untuk men- 
cegah pangan dari kemungkman cemaran 
biologic, kimia atau bend lain yang dapat 
menggangu, merugikan dan membahayakan 
kesehatan manusia. Definisi id hams dipaha- 
mi bahwa keamanan ma- bukanlah ma- 
salah yang taken fbr p k d  atau dapat 
dipemleh begitu Maealah k e a m a ~ n  ma- 
kanan mtrmnhrt euatu eikap aktif untuk ssca- 
ra term menerus berusaha mmciptahn 
makanan yang tidak meru- ateu memba- 
hayakan keeehatam, makanan yang aman un- 
tuk d i k o ~ s i .  

Kondisi geografie Indone& eebagai negs- 
ra tropic dengan suhu dan kekmbaban yang 
tinggl merupakan lingkungan yang sangat co- 
cok bagi perhrmbuhan mikmorganisme. Ka- 
renmya kontamhsi m h b a  merupakan 
salah satu ancaman terbesar terhadap keama- 
nan makanan di Indonesia. Prof. Dr. P.G. Wi- 
muno, eeorang pakar dibidang Teknobgi 
Pangan p e d  menyatakan bahwa lebih dari 
90 pelsen kantaminasi pada behagpi jenb 
m a h  disebabkan oleh kontamfnaai mauP- 
ba baik yang b e d  dari air, tanah, alat-alat 
atau tubuh man&. Kmang dad 10 preen- 
nya dieebabkan oleh senyawa h h  baik yang 
berasal dad alum atru dalarn bentuk kontami- 
nan lingkungan eeperti pestisida, logarn- 
logam berat, juga oleh aflatoksin, zat  pewar- 
na, kernasan p b d c ,  obat+batam, hbrrnon ter- 
nek atau t a ~ m a n  dan lain eebagainya. 

Akitmt dari kontaminaei baik m b b a  
maupun senyawa kimh dan fie& tersebut ti- 
dak hanya akan merugikan atru membahaya- 
kan kesehatan manusia, namun dampaknya 
juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi 
dan sosial masyarakat seam hum. Dampak 
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tersebut mencakup diantaranya, nilai produk 
makanan yang menjadi terbuang percuma ka- 
rena busuk atau rusak akibat terkontaminasi, 
biaya penanggulangan penyakit yang disebab- 
kannya, dan hilangnya penghasilan akibat sa- 
kit, bahkan kematian, yang munglun me- 
~p~kEan w u r  terbesar dari keseluruhan 
biaya yang hams disia-siakan akibat kontami- 
nasi makanan. Dalam Pelita V saja telah dila- 
porkan sebanyak 126 kasus penyakit melalui 
makanan di seluruh Indonesia dengan 10.376 
orang penderita dan 52 orang meninggal du- 
nia (Ditjen PPM PLP, 1994). Selama Pelita VI, 
dalam tahun 1994/1995 dilaporkan 26 kasus 
penyakit makanan dengan 1.552 orang pen- 
derita dan 25 orang meninggal dunia, sedang- 
kan dalam tahun 1995/1996 dilaporkan 
eebanyak 30 kasus dengan 992 orang penderi- 
ta dan 13 orang meninggal dunia ( D m  
POM, 1995,1%). Angka-angka ini menurut 
hporan panrtia pakar FAO/WHO belumlah 
menggambarkan keadaan yang sebenarnya 
kmena perbandingan antara kasus keracunan 
makanan yang dilaporkan dengan b u s  sebe- 
narnya di negara-negara berkembang dapat 
mencapai 1 : 25 sampai 1 : 100. 

Secara nasional, akibat kontaminasi maka- 
nan tersebut adalah menurunnya produktivi- 
tas nasionel, berkurangnya pendapatan ne- 
gam a t  penolakan ekspor makanannya 
lcatwre berada di bawah mutu baku, tingkat 
kepercayaan negara-negara lain yang berku- 
rang dan lain sebagainya. Selama tahun 1995 
mjn jumlah p e n o h  impor produk pangan 
Indonesia ke Amerika Serikat mencapai US $ 
100.020.797 atau sekitar Rp 250 milyar (Data 
Interdepartemen Bappenas, 1%). 

Dari uraian di atas nampak sekali bahwa 
arus informasi dan kesadaran masyarakat ten- 
tang keamanan makanan belumlah memadai 
Lalu hktor-faktor apa saja yang menjadi 
penghambat bagi proses sosialisasi informasi 
dan pemahaman tentang keamanan makanan 
itu ? 

Faktor y a q  Mempengaxwhi Kevavun  
Makanan 

Prof. Dr. Srikandi Fardiaz dalam orasi 
Guru Besarnya di  IPB telah mengungkapkan 
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
k e a m a ~ n  pangan, diantaranya adalah perta- 
ma, hktor sosial ekonomi yang berkaitan erat 
dengan tingkat pendapatan masyarakat. An- 
aunan kontaminasi makanan terbesar te jadi 
pada masyarakat perkotaan dengan pendapa- 
tan rendah. Kelompok mi terdiri dari para 
buruh, pedagang, sopir dan lain sebagainya 
yang tidak mempunyai banyak waktu unhtk 

mengkonsumsi makanan di nunah sehingga 
sebagian besar pendapatan mereka yang ter- 
batas tersebut digunakan untuk membeli ma- 
kanan jajanan. Padahal kondisi makanan 
jajanan yang ada, seperti dikemukakan dalam 
penelitian yang pernah dilakukan oleh IPB, 
mempunyai potensi yang besar sekali terha- 
dap kontaminasi baik karena penggunaan air 
yang tidak memenuhi syarat, tempat be jual- 
an yang kotor atau d i  pinggir-pmggw jalan, 
serta penyiapan dan pengolahan makanan 
yang tidak memenuhi syarat-syarat sanitasi 
dan w e n e .  

Kedua, jenis makanan dan kebiasaan ma- 
kanan. Hasil penelitian yang pernah dilaku- 
kan di  Amerika Serikat seperti tertuang dalam 
Laporan panitia pakar gabungan FAO/WHO 
mengenai keamanan makanan memperlihat- 
kan bahwa persentase terbesar dari faktor- 
faktor yang menyebabkan be janglutnya pe- 
nyakit terbawa makanan adalah karena waktu 
penyiapan makanan yang jauh terlalu awal 
dan makanan dibiarkan pada suhu ruang. 
Hal yang sama juga te jadi  di  Indonesia dima- 
na menyimpan makanan sisa untuk waktu 
yang lama baik selama penyimpanan di  ru- 
mah atau selama penjualan telah menjadi sua- 
tu kebiasaan. Demikian juga dengan ke- 
biasaan masyarakat Indonesia untuk meng- 
konsumsi makanan yang mash mentah kare- 
na dipercaya mempunyai khasiat yang lebih 
dibandingkan jika sudah dimasak padahal 
makanan mentah tersebut seperti telur meru- 
pakan media yang sangat baik untuk pertum- 
buhan mikroba atau penyiapan lalapan atau 
salad tanpa pencucian yang bersih dapat men- 
jadi sumber kontaminasi m h b a  penyebab 
kolera dan disentri 

Kehga, tingkat pendidikan masyarakat 
yang mash rendah menyebabkan rendahnya 
pengetahuan, tanggung jawab, dan kesada- 
ran balk para produsen maupun konsumen 
terhadap masalah keamanan makanan. Pada- 
lah jumlah terbesar produsen makanan yang 
ada di  Indonesia adalah industri rumah tang- 
ga dan skala kecil dengan tingkat pendidikan 
dan pengetahuan yang rendah. 

Keempat, kondisi geografis Indonesia 
yang beriklim tropis dengan suhu udara dan 
kelembaban yang tinggi merupakan kondisi 
yang sangat potensial bagi pertumbuhan mik- 
roba. Sehingga kasus keracunan makanan di 
Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh 
kontaminasi m h b a .  Selam itu kontaminasi 
makanan ini masih didukung l a g  dengan 
kondisi lingkungan yang tidak berslh, sampah 
terserak dimana-mana, air sungai yang kotor, 
polusi udara dan lain sebagainya. 



Secara makro t e r h t  bahwa faktor-faktor unfreeze, (2) move dan (3) refreeze. Pertama 
yang mempengaruhi keamanan makanan ini seorang individu haruslah disadarkan dari ke- 
melinglcupi spektnun yang sangat luas sekali bekuan paradigma yang selama ini melingku- 
tidak hanya karena masalah ekonomi namun pi dan menjadi dasar dalam kehidupannya. 
juga menyentuh secara mendasar masalah Sebagai suatu gebrakan awal untuk mendo- 
sosial-budaya atau tradisi sehari-hari masya- brak paradigma tereebut khususnya yang ber- 
r h t .  Kompleksitas masalah keamanan pan- kaitan dengan keamanan makanan maka 
gan ini janganlah lalu dqadikan sebagai suatu dapat dilakukan berbagai usaha pengenalan 
alaean atau pembenaran terhadap tidak ada- dan penyebarluasan informasi tentang apa itu 
nya euatu upaya yang sungguh-sungguh ser- keamanan makanan serta cara-cara mengelo- 
ius dan kongkret guna menanggulanginya. lanya melalui berbagai media dan organisasi 

yang ada. Jika kite berhasil mempropaganda- 
Refleksi dan Tnnefonuasi Budaya kan program Keluarga Berencana hingga ke 

Penanggulangan masalah kernanan pa- pelosok-pelosok deaa di pedalaman Irian Jaya 
ngan pertama kali hams dimulai secara mak- lalu mengapa masalah keamanan makanan ti- 
ro dengan merefleksikan kembali strategi dan dak bisa ?. 
paracbgma pembangunan khususnya di bi- Kedua, individu tersebut haruslah berge- 
dang pemermhan kecukupan pangan. Pema- rak dalarn suatu proses menuju sikap dan 
human pangan sebagai salah satu hak asasi tingkah laku yang bam. Proses ini hams 
setiep manusia h a m  menjadi paradigma da- menjadi bagian yang integral dalam kehidu- 
lam setiap strategi dan kebijakan yang dilaku- pan sehari-harinya tanpa suatu paksaan na- 
kan sehingga pemenuhan kecukupan pangan mun berangkat dari minat dan kesadaran. 
tidak dipahami secara reduksionis dengan ha- Secara khusus, ha1 ini dapat dilakukan mela- 
nya melihat aspek kualitatifnya saja namun lui proses sos~alisasi baik pengetahuan mau- 
dipahami pula secara komperhensif termasuk pun ketrampilan secara intensif untuk semua 
didalamnya aspek-aspek kualitatif seperti ni- kelompok dan strata sosial dalam masyarakat 
lai gizi dan keamanannya sehingga clapat me- baik secara formal melaui pendidikan di 
ningkatkan kualitas kehidupan manusia In- sekolah-sekolah mulai dari tingkatan terendah 
donesia. Apalah artinya makanan yang me- maupun secara non-formal melalui kegiatan 
limpah, pe~mpakan  dan rasanya enak serta pembinaan dan pelatihan. Misalnya untuk 
mengandung nilai gizi yang tinggi namun ter- para pedagang makanan jajanan, seperti yang 
cemar oleh bakteri kolera. Apakah Anda sudi pernah dan wdang dilakukatr oleh IPB dan 
untuk mengkonsumsinya ? akan lebih baik jika program tersebut dapat 

SelanJutnya adalah mengmbangkan suatu juga menyentuh kelompok-kelompok masya- 
transformasi budaya keamanan pangan dalam rakat lainnya. Demikian pula pengalaman 
kehidupan masyaridcat di semua strata sosial. mahasiswa KKN yang menjelaskan konsep 
Jika diamati secara cermat maka pemahaman keamanan makanan ini di hadapan para siswa 
dan kesadaran masyarakat tentang keamanan SMP dan SMA ternyata mendapatkan tangga- 
makanan sangatlah dipengaruhi pada nilai- pan yang sangat antusias sekali. 
nilai "affective" (termasuk di dalamnya kondi- Satu ha1 yang wring tertinggal dalam 
si alam dan sosialekonomi) yang berasal dari kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut adalah 
lingkungan dimana mereka berada dan d a i -  proses pendampingan sebagai tindak lanjut- 
nilai "cognitwe" yang berkaitan erat dengan nya sehingga setiap kegiatan pembinaan yang 
kepemyaan (belief). Kedua macam nilai ini dihkukan terkesan bersifat sporadis dan tan- 
yang akhirnya mempengaruhi sikap dan ting- pa tujuan jangka pagang yang jelas. Proses 
kah laku masyarakat dalam mengelola kea- pembinaan yang selama ini berlangsung bia- 
manan mekanan. Keseluruhan proses i d a h  sanya langsung berakhir setelah ceramah se- 
yang kemudian membentuk budaya dalam lama seminggu tentang keamanan makanan 
m t u  masyarakat sehingga suatu transforma- dberi latihan ketrampilan dan modal. Pada- 
si budaya hams mampu mencakupi dan hal proses yang lebih penting adalah pada 
membah nilai-nilai tersebut. saat kesadaran tentang keamanan makanan 

Kurt Lewin galah -ya di tersebut berkembang menjadi suatu pemaha- 
1W7 pemah rnengemukakan suatu man "affective" hingga "cogrutive". Pada saaf 

model dalam merubah sikap dan tingkah lalcu inilah pemahaman makanan eebagai hak asasi 
Mvidu &lam masyarakat. Lewin menulis- setiap manusia - karenanya h a r ~ s  temedia se- 
Iw bahwa seorang individu dalam masyara- cara cukup, aman dan bergizi bagi setiap 
kat k l a h  melalui tiga t&apan dasar dalam orang - secara perlahan mulai dihayati. Hing- 
menabah budaya hidupnya, yaitu : (1) ga akhirnya seluruh pengalaman tersebut 

/ 



memicu suatu pembahan pola dan sikap h- 
dup atau refreeze dan akhirnya bermuara 
pada tetciptanya suatu tansformmi budaya 
secara keseluruhan untuk secara aktif berusa- 
ha menciptakan makanan yang tidak memgi- 
kan atau membahayakan kesehatan, makanan 
yang aman untuk dikonsumsi. 

Proses dengan pendekatan transfonnasi 
budaya ini tentu tidak dapat berlangsung da- 
lam waktu yang singkat tapi memerlukan sua- 
tu startegi dan perencanaan jangka panjang 
disertai dengan komitmen, keseriusan dan 
kerja keras terutama dari pihak aparatur ne- 
gara karena selama ini merekalah yang secara 
dominan menggerakkan dan mendinamisir 
kehidupan masyarakat. Kembah dengan me- 
lihat luasnya spektnun faktor-faktor yang da- 
pat mempengaruhi keamanan makanan ini 
maka *a keras ini juga perlu melibatkan se- 
mua pihak lam yang terkait dalam mata ran- 
tai produksi makanan hingga konsumsi, baik 
petan4 produsen, pedagang, konsumen, mau- 
pun lembaga-lembaga lainnya termasuk LSM- 
LSM dan lembaga pendidikan seperti univer- 
sitas. Ke rja keras ini ham disertai pula de- 
ngan keterlibatan berbagai disilpin ilmu mulai 
dari ilmu dan teknologi pangan, ilmu gizi, 
eko~nni, kedokteran, teluuk, hingga an- 
tropologj soeiologi dan lainnya. 

Segala usaha, komitmen dan ke* keras 
dalam menanggulangi masalah keamanan 
makanan ini tidak akan menjad sia-sia pada 
eaat setiap orang mulai memahami bahwa se- 
mua usaha ini bertyuan untuk meningkatkan 
derajat hidup manusia bahkan untuk menye- 
lamatkan peradaban hidup manusia seperti 
diungkapkan dalarn sepenggal kalimat pada 
awal tulisan ini Karena jika tidak lalu bagai- 
mana jadinya dengan tiga orang siswa Seko- 
lah Dasar korban keracunan makanan di 
Lampung Utara beberapa waktu yang lalu, 
yang hingga saat ini kondisi fisik dan mental- 
nya belum pulrh betul bahkan analisa medis 
memperlihatkan adanya gangguan pada ota- 
knya (Kompas, 19/&/1997) ?. Bukankah ha1 
yang sama dapat saja menirnpa diri Anda, 
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KEPUTUSAN BERSAMA 
-- MENTERI PERTANIAN, MENTERI 

KESEHATAN DAN MENTERI 
PERDAGANGAN 

NOMOR : ~ p t s f I K . 1 ~ 9 9 0 .  
NOMOR : 24l$MenkeglSKm/1990. 

NOMOR : 1-p0. 

TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 
TAHUN 1990 TENTANG PENYEDER- 
HANAAN TATA CARA PENGUJIAN 

MUTU IKAN SEGAR DAN IKAN 
BEKU UNTUK EKSPOR 

MENTERI PERTANIAN, MENTEW KESE- 
HATAN DAN MENTERI PERDAGANGAN 

MENIMBANG : 
bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruk- 

si Presiden Nomor 2 Tahun 1990, dipandang 
perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan 

MENGINGAT : 
1. Undang-undang mnnor 9 Tahun 1960 ten- 

tang Pokok-pokok Kesehatan e m b a r a n  
Negara Nomor 131 Tahun 1960, Tambah- 
an Lembaran Negara Nomor 2060); 

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1%2 ten- 
tang Higiene Untuk Usaha-usaha Bagi 
Umum (Lembaran Negara Nomor 48 Ta- 
hun 1%2, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2475); 

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 ten- 
tang - (Lembaran Negara Nomor 
22 Tahun 1966, Tambahan Lembaran Ne- 
gara Nomor 2804); 

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 ten- 
tang Perikanan (Lembaran Negara Nomor 
46 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Ne- 
gara Nomor 3299) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
1986 tentang Kewenangan Pengaturan, 
Pembinaan dan Pengembangan Industri 
(Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1986, 
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8. Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- 
pokok Organisasi Departemen; 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Keputusan Pre- 
siden R1 nomor 4 Tahun 1987; 

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 1984 tentang Dewan 
Standarisasi Nasional Jo Keputusan Pre- 
siden Nomor 7 Tahun 1989; 

11. Keputusan Presiden Republik Indonesie 
Nomor 47 Tahun 1% tentang Peningkatan 
Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian; 

12. Keputusan Presiden Republik indonesia 
Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyeder- 
hanaan Pemberian Izin Usaha Industri. 

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 64/11 Tahun 1988 tentang Pemben- 
tukan Kabinet Pembangunan V; 

14. Lnetruksi Presiden Republik Indonesia No- 
mor 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan 
Kelancaran Arus Barang Untuk Menun- 
jang Kegiatan Ekonomi. 

15. Instruksi Presiden Republik Indonesia No- 
mor 2 Tahun 1990 tentang Penyederha- 
naan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar 
dan Ikan Beku; 

Mencabat : 
1. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan 

Menteri Kesehatan Nomor 

Tentang Pembinaan Mutu Hasil Perkman; 
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 

894/Kp/W1/85 tentang Penetapan Stan- 
dar Pertanian Indonesia Perikanan sebagai 
Standar Perdagangan Beserta Peraturan- 
peraturan Pelaksanaannya. 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI PERTANIAN, MENTERI KESE- 
HATAN DAN MENTERI PERDAGANGAN 
TENTANG PELAKSANAAN 
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TA- 
HUN 1m TENTANG PENYEDERHA- 
NAAN TATA CARA PENGUJIAN MUTU 
MAN SEGAR DAN MAN BMU UNTUK 
EKSPOR. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3330); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
1987 Tentang Izin Usaha Industri. 
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Dalam Keputusan Bersama ini dan dalam 
peraturan pelaksanaannya yang dimaksud 
dengan : 

a. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk bio- 
ta perairan lainnya sebagaimana dimaksud 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 
yang ditangani dan atau diolah untuk dija- 
dikan Pmduk Akhir yang berupa ikan se- 
gar dan ikan beku, yang digunakan untuk 
konsumsi manusia; 

b. Bahan Pembantu Makanan adalah bahan 
yang diperlukan dalam Penanganan dan 
Pengolahan Ikan untuk mendapatkan iden- 
titas dan sifat pmduk akhir yang diingin- 
kan, yang aman untuk manusia misalnya 
air berslh, dan es; 

c. Bahan Tambahan Makanan adalah bahan 
yang ditambahkan pada ikan untuk me- 
ningkatkan mutu, termasuk untuk menga- 
wetkan, sebagai pemaictap, dan antioksi- 
dm; 

d. Penanganan dan Pengolahan adalah semua 
kegiatan untuk menghasilkan Pmduk Ak- 
hir termasuk pengum-, pengangkut- 
an, pengemasan, penyimpanan dan distri- 
busi; 

e. P d u k  akhir adalah hasil penanganan dan 
pengolahan ikan segar dan ikan beku; 

f. Standar mutu adalah persyaratan pmduk 
yang memenuhi ketentuan spesifikasi tek- 
nis meliputi identitas, hrgrene, kimiawi, 
keseragaman mengenai ukuran, berat atau 
isi, jurnlah rupa, label dan sebagainya yang 
dibekukan dan dieusun berdasarkan kon- 
sensus semua pihak sebagaimana dimak- 
sud dalam Keputusan Presiden Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Dewan Standarisasi 
Nasional, dengan memperhatikan syarat- 
syarat kesehatan, keselamatan, perkem- 
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta didasarkan pengalaman perkembang- 
an masa kini dan masa yang akan datang 
untuk memperoleh manfaat sebesar- 
besarnya serta diakui oleh badan standari- 
sasi yang berwenang; 

g. Penanggung Jawab adalah seseorang yang 
oleh perusahaan diserahi tugas sebagai pe- 
nanggung jawab penanganan, pengolahan 
dan pembinaan mutu dan telah menyele- 
saikan pendidikan dan mempemleh Sertifi- 
kat Pengolahan Ikan; 

h. Laboratoriurn Penguji adalah laboratorium 
milik unit pengolahan yang telah memiliki 
Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan labo- 
ratorium lainnya milik PemeMtah Pusat 
maupun Daerah, Swasta serta Koperasi 
yang telah mendapat akreditasi dari Men- 
teri Perdagangan atau Pejabat yang 
ditunjuk; 

1. Sertifikat Kelayakan Pengolahan adalah 
surat keterangan yang dikeluarkan oleh 
Menteri PerLanian c.q. Direktur Jenderal 
Perikanan, yang menerangkan bahwa unit 
pengolahan telah memenuhi persyaratan 
yang ditentukan dalam Keputusan bersa- 
ma ink 

j. Sertifikat Pengolah Ikan adalah surat kete- 
rangan yang dikeluarkan oleh Menteri Per- 
tanian c.q. Direktur Jenderd Perikanan 
yang menerangkan, bahwa seorang telah 
mempemleh pendidikan tertentu yang 
menguasai pengetahuan dibidang Pena- 
nganan dan Pengolahan Ikan; 

k. Laporan Hasil pengujian adalah surat ke- 
terangan tentang hasil pengujian mutu 
Pmduk Akhir yang dikeluarkan oleh Lab-  
ratorium Penguji; 

1. Sertifikat Mutu addah sertifikat yang dike- 
luarkan oleh Laboratorium Penguji yang 
menerangkan bahwa suatu Pmduk Akhir 
berdasarkan Laporan Hasil Pengujian telah 
sesuai dengan Standar Mutu; 

m. Unit Pengolah adalah suatu perusahaan 
yang menangani dan mengolah Ikan; 

n. Pendik Perikanan adalah petugas PemeM- 
tah yang ditunjuk oleh Menteri Pertartian 
c.q. Direktur Jenderd Perikanan, yang te- 
lah menyelesaikan pendidikan khusus un- 
tuk bertugas melakukan penilikan (inspec- 
tion) terhadap kemampuan unit pengolah 
dan Laboratorium penguji. 
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BAB I1 

STANDAR MUTU 

Menteri Pertanian menetapkan Standar 
Mutu &an berdasarkan k o d t a s i  dengan 
Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan. 

UNIT PENGOLAHAN 

(2) Syarat-syarat dan tata cara untuk dapat 
memperoleh akteditasi sebagai Laborato- 
rium Penguji sebagaimana dimaksud da- 
lam ayat (I) ditetapkan oleh Menteri 
Perdagangan setelah mendengar pertim- 
bangan dari Menteri kesehatan. 

(3) Penunjukkan laboratorium sebagai Labora- 
torium Penguji sebagaimana dimabud da- 
lam ayat (1) berlaku selama Laboratorium 
Penguji yang bersangkutan masih meme- 
nuhi persyaratan sebagaimana dimabud 
dalam ayat (2). 

P d  3 BAB V 

(1) Unit Pengolahan yang mengolah ikan wa- 
jib memiliki Sertifikat Kelayakan Peng- 
olahan yang dapat diberikan bersamaaan 
dengan izin Usaha Perikanan oleh Menteri 
Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perikanan. 

(2) Syarat-syarat d m  tata cara untuk mem- 
peroleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan 
ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 

(3) Sertifikat Kelayakan Pengolahan dimaksud 
dalam ayat (1) berlaku *lama unit peng- 
olahan yang bersangkutan masih ber- 
operasi. 

(1) Sertifikat Mutu diterbitkan oleh Laborato- 
rium Penguji bag  Produk Akhir yang te- 
lah memenuhi Standar Mutu yang dilam- 
piri dengan Laporan Hasil Pengujian. 

(2) Produk perikanan tertentu yang diebpor 
yang wajib dilindungi Sertifikat Mutu di- 
tetapkan oleh Menteri Perdagangan atas 
usul Menteri Pertanian c.q. Direktorat Jen- 
deral Perikanan. 

(1) Unit pengolahan wajib mempekeiakan Laboratorium Penguji dapat mengeluar- 
seorang Penanggung Jawab. kan Sertifikat Mutu bagi produk perikanan 

yang tidak diwajibkan dilindungi dengan ser- 
(2) Syarat-syarat d m  tata cara untuk mem- tifikat mutu atas permintam perusahaan Yang 

peroleh Sertifikat Pengolah &an ditetap- memerlukann~a. 
kan oleh Menteri Pertanian c.q. Direktur 
Jenderal Perikanan. P d  8 

(3) Sertifikat Pengolahan lkan sebagaimana di- Metoda dan prosedur serta biaya pen@- 
maksud dalam ayat (2) berlaku selama jian mutu ikan yang dilakukan oleh Laborato- 
yang be-gkutan memenuhi persyaratan rium Penguji ditetapkan oleh Menteri 
yang ditetapkan. Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perikanan. 

BAB IV BAB V1 

LABORATORIUM PENGUJI PENGGUNAAN BAHAN PEMBANTU MA- 
KANAN DAN TAMBAHAN 

1 Pileill 5 MAKANAN 

(1) Laboratorium yang dapat melakukan pe- P d  9 
nguji mutu ikan adalah laboratorium yang 
memperoleh akmditasi dari Menteri Per- Menteri kesehatan menetapkan cara pe- 
dagangan atau pejabat yang ditunjuk. nanganan dan penggunaan serta jenis bahan 

pembantu makanan dan bahan tambahan 
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makannn yang dlgunakan boleh dalam pena- (2) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Penilik 
nganan dan pengolah ikan. Perikanan . wajib disarnpaikan kepada 

Menteri Perdagangan dan Menteri Kese- 
BAB VII hatan. 

S A N K S I  BAB VIll 

P a d  10 KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Sertifikat Kelayakan Pengolahan dapat di- Pasal 14 
cabut dalam hal unit Pengolahan tidak lagi 
memenuhi persyaratan yang ditentukan Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Bersama ini, akreditasi yang dimiliki oleh La- 
ayat (2). boratorium Penguji tetap berlaku. 

(2) Pelaksanaan lebih lanjut pencabutan Serti- P a d  15 
fikat Kelayakan Pengolahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Men- Segala bentuk peraturan dan ketentuan 
teri Pertanian. lam yang bertentangan dengan Keputusan 

Bersama ini dmyatakan tidak berlaku lagi 
P a d  11 

(1) Sertifikat Pengolahan Ikan yang dimiliki BAB IX 
oleh Penanggung Jawab Unit Pengolahan 
dapat dicabut dalarn hal penanggung ja- PENUTUP 
wab unit pengolahan yang bersangkutan 
lalai dalam melaksanakan tugas sehingga P a d  16 
mutu produk yang dihasilkan oleh unit 
pengolahan membahayakan kesehatan dan Keputusan Bersarna hi mulai berlaku se- 
mengakibatkan kerugian bagi perusaham. j d  tanggal ditetapkan 

(2) Pelaksanaan lebih lan~ut pencabutan Serti- 
fikat Pengolahan Ikan sebagaimana dimak- ~ i t d ~ k ~  di : J a k a t a 
sud pada ayat (1) diatur oleh Menteri 
Pertanian. Tanggal : 20 Mei 1990 

Pasall2 MENTERI P E R T A W  MENTERI KE- 

(1) Akreditasi laboratorium yang telah ditun- 
SEHATAN MENTERI PERDAGANGAN 

juk sebagai Laboratorium ~enguji dapat 
dicabut dalam ha1 tidak lagi memenuhi ttd 
persyaratan yang ditentukan dan atau me- 

tt d tt d 

lakukan pengujian tidak sesuai dengan ke- 
tentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh 
Menteri Perdagangan. 1r.Wardoyo dr. Adhyatma, MPH DR. Arifin 

M. Siregar 
(2) Pelaksanaan lebih lanjut pencabutan ak- 

reditas Laboratorium Penguji sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Men- 
teri Perdagangan. 

P a d  13 

(1) Laboratorium Penguji yang diakreditasi 
oleh Menteri Perdagangan wajib dilaku- 
kan evaluasi setiap tahun oleh Penilik 
Perikanan. 
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PRESIDEN cantum dalam lampiran lnstruksi Presiden 
REPUBLIK INDONESIA ini. 

KEDUA : Menmwaei secara t e r n  menerus 
pelahaman peniederhanaan tata care pengu- INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLM mutu Oun segr Oun beh =bpi- 

INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1990 ,, d i m a b d  d b  d- P ~ A M A  
Instruksi Presiden ini 

TENTANG 
Lnstrukai Presiden ini mulai berlaku pada 

PENYEDERHAIUAAN TATA CARA tanggal dhluarkan. 
PENGUJIAN MUTU IKAN SEGAR 

DAN IKAN BEKU Dilceluarkan di Jakarta 
Peda tanggal 28 Mei 1990 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Medenbang : 
a. Bahwa dalam rangka peningkatan ekspor 

mm migas, khususnya ikan segar dan ikan 
beku, dipandang perlu menyederhanakan 
tata cara pengujian mutu ikan segar dan 
ikan beku 

b. Bahwa sehubungan dengan ha1 tersebut 
diatas, dipandang perlu mengeluarkan In- 
struksi Presiden mengenai penyederha- 
man tata m a  pengujian mutu ikan segar 
dan ikan beku. 

Mengingat : 
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 

1945; 
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 ten- 

tang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 
1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Nomor 3299); 

3. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 
tentang Peningkatan Penanganan Pasca 
Panen Hasil Pertadan; 

4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Dewan Standarisasi Nasional. 

KEPADA : 
1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, 

Keuangan, Industri dan Pengawasan Pem- 
bangunan; 

2. Menteri Perdagangan; 
3. Menteri Pertantan; 
4. Menteri Kesehatan; 
5. Menteri Dalam Negeri. 

ttd 

S O E H A R T O  

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABJNET RI 
Kepala Biro Hukum 
dan pemdang-undangan 

ttd 

Barnbang Kesowo, S.H., LL.M. 

PERTAMA : Melaksanakan penyederhanaan 
tata cara pengujian mutu ikan segar dan &an 
beku sesui dengan pedoman sebagaimana ter- 
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PRESIDEN a. penanganan Ikan; 

REPUBLIK INDONESIA b. unit pengolahan; 
c. produk akhir; 

LAMPIRAN d. pengemasan, penyimpanan, pengang 
INSTUKSI PRESIDEN REPUBLIK 

kutan dan distribusi. 

INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1990, ,, P ~ A N G A N A N  
TANGGAL 28 ME1 1990 

6. Untuk meyamm terpeliharanya mutu yang 
PEDOMAN PENYEDERHANAAN TATA ditetapkan maka kegiatan penanganan ikan 
CARA PENGUJIAN MUTU IKAN SEGAR yaitu sejak penangkapan/pengumpulan 

DAN MAN BEKU sampai dengan tiba di unit pengolahan ha- 
m: 

I. TUJUAN PENYEDERHANAAN TATA a. memenuhi pemyaratan teknik sanitasi 
CARA PENGUJIAN dan higiene yang ditetapkan; 

b. menggunakan peralatan pengangkutan 
1. Penyederhanaan tata cara pengujian mutu yang w e n i s  dengan suhu setinggi- ting- 

ekspor hasil perilcanan terutama ber tu~~an ginya OT, agar tidak menjadi sumber 
untuk meningkatkan daya samg produk kontaminasi terhadap Ikan; 
perikanan Indonesia di pasaran interna- c. menggunakan bahan pembantu n~&anan 
sional baik dari segi mutu maupun volume- dan bahan tambahan makanan yang me- 
nya. menuhi persyaratan teknik sanitasi dan 

higiene yang ditetapkan; 
11. PERSYARATAN MUTU MAN SEGAR d. sesuai dengan ketentuan yang ditetap- 

DAN MAN BEKU kan oleh Menteri Kesehatan dalam ha1 
penggunaan bahan tambahan makanan. 

2. Ikan segar dan ikan beku terutama untuk 
keperhran ekspor harue diolah didalam VI* I'IWGOLAHAN 
unit p e n g o h  dan telah memenuhi Stan- 
dar mutu yang ditetapkan. 7. Syarat4yarat umum yang h a m  dipenuhi 

sebagai unit pengolahan adalah sebagai 
3. Standar mutu ad& persyaratan produk berikut: 

yang r n e m e d  -turn spesifikasi tek- a. unit pengolahan harus ditempatknn di- 
nis meliputi identitas, m e ,  kfmiawi, daerah yang tidak tercemar ; 
keseragaman mengenai ukuran, berat atau b. k~ns tds i  unit penelahan sekitar- 
iei, jumlah, rupa, label dan sebagainya yang nya harus dirancang dan ditata sedemi- 
dibakukan dan djsusun berdasarkan kon- kian rupa agar memenuhi pemyaratan 
eemua semua pihak sebagaimana dim&- teknik sanitasi dan - sesuai dengan 
sud datam Keputum Presiden Nomor 7 ketentuan peraturan pemdang-undang- 
Tahun 1989 tentang Dewan Standardieasi an yang berlaku; 
Nasional, dengan memperhatikan syarat- C. peralatan dan perlengkapan Yang k h u -  
syarat kesehatan, keselamatan, perkem- bungan langsung dengan ikan h a m  ter- 
bnngan ilmu pengetahuan dan teknologi h a t  dari bahan tahan karat, tidak 
serta didasarkan pengalaman perkembang- menyerap air, mudah dibersihkan dan 
an masa kini dan maee yang akan datang tid& menyebabkan kontaminasi terha- 
untuk memperoleh manfaat sebesar-besar- dap produk akhir; 
nya eerta diakui oleh badan standardisasi d. ~r lengkapaa perahtan serta wmua en- 
berwenang. rana phisik unit pengokhan harus din- 

wat, d~hrsihkan dan dipelhara seam 

4. Penetapan mutu ikan, didasarkan pada ha- tertib dan teratur untuk menjamm sani- 

sil pengujian laboratorium penguji sesuai tasi dan higiene. 
dengan ketentuan Lnstruksi Presiden ini. 

8. Setiap unit pengolahan wajib memenuhi 
5, Untuk m-m mutu ikan d i m a b d  ang- pemyaratan sebagai berikut : 

ka 4, diperlukan persyaratan teknis yang a. memiliki Kela~akan Pmg0w 
meliputi : an yang diberikan bersarnaan den- ljh 

Usaha Pe&man oleh Menteri PertaniW 
atau Pejabat yang d w  sepanjq 
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persyaratan untuk itu dipenuhi dan ber- 12. Hasil Pengujian laboratorium penguji di- 
M u .  selama usaha yang bersangkutan maksud angka ll, dituangkan kedalam la- 
masih berjalan; p r a n  had pengujian yang mempakan 

b. mempekeqixkan seorang penanggung ja- lampiran yang tidak terpisahkan dari Serh- 
wab pembinaan mutu; fikat Mutu. 

c. mempekejakan karyawan yang sehat 13. Menteri Perdagangan atas usul Menteri 
dan selaryutnya secara periodik melaku- Pertanian menetapkan produk petikanan 
kan pemeriksaan kesehatan karyawan- tertentu yang diekspor yang wajib dilin- 
nya untuk menghmdarkan penularan dungi dengan Sertifikat Mutu. 
penyakit, baik terhadap produk akhir 14. Laboratorium Penguji dapat mengeluar- 
maupun terhadap karyawan lainnya; kan Sertifikat Mutu bagi produk perilcanan 

d. menggunakan metoda, proeedur dan sa- yang tidak diwaJibkan dilindungi dengan 

suai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berhku un- VI. KJXENTUAN LAIN-LAIN 
tuk mencegah pencemaran lingkungan; 

f. mencegah terjadinya kontaminasi terha- 16. Pelaksanaan lebih *t lnstruksi Presiden 
dap p d u k  akhir dengan tindakan- ini ditetapkan oleh Menteri Pertmian, 
tindakan sebagai berikut : Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan 

1) menyimpan pestisida, fumigan, desin- dan Menteri Dalam Negeri baik secara 
fektan, deterjen dan bahan berbahaya sendiri-sendiri maupun secara bersarna. 
lainnya dalam mang terpisah dan hanya 
ditangani dibawah pengawasan petugas 
yang mengetahui tentang bahayanya un- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
tuk menghmdarkan kontaminasi pada 
produk, serta menggunakannya harus 
sesuai dengan peraturan Menteri Keee- 

2) mencegah masuknya orang berpenyakit 
menular atau yang dapat menyebarkan S O E H A R T O  
penyakit menular, eerangga, tikus, bu- 
rung dan hama lainnya, serta binatang 
peliharaan kedalam halaman, bangunan 
dan ruangan pengolahen; !%hnan sesuai dengan aslinya 

3) menyediakan perlengkapan penyuci- SEKRETARIAT KABINET R1 
hama pada setiap pintu masuk dan Kepala Biro Hukum 
sekitar ruangan pengolahan. dan Perundang-undangan 

V. SERTIFIKAT MUTU ttd. 

9. Standar Mutu serta metode dan prosedur Bambang Kesowa, S.H. , LL.M. 
pengujian ikan ditetapkan oleh Menteri 

10. Sertifikat Mutu diterbitkan oleh Laborato- 
rhun Penguji sesuai dengan Standar Mutu. 

11. laboratorium Pengujl adalah laboratorium 
milik unit pengolahan yang telah memiliki 
Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan labo- 
ratorium milik Pemerintah Pusat maupun 
Daerah, Swasta serta Koperasi yang telah 
mendapat akreditasi dari Menteri Perda- 
gangan atau Pejabat yang d i tquk .  




